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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan kejahatan di Indonesia semakin meningkat, Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk mengatasi dan memberantas agar kejahatan tidak merajalela di masyarakat, akan tetapi sampai saat ini kejahatan itu tidak ada habis-habisnya walaupun para pelaku kejahatan sudah dijatuhi hukuman (sanksi) oleh Negara.

Tindak pidana yang semakin berkembang pada saat ini sangat sulit untuk diberantas, seperti tindak pidana pencucian  uang yang merupakan suatu kejahatan kerah putih (white collar crime) di bidang perbankan.
Menurut M.Giovanoli mengemukakan  pendapat pencucian uang adalah :1
Suatu proses dengan nama aset-aset si pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.
Selanjutnya Munir Fuadi mengemukakan  pendapat bahwa pencucian uang adalah:2
Sebagai suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dengan menutup-nutupi asal usul uang tersebut.

Adapun dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.8 tahun 2010 berbunyi:

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, menyumbangkan, menitipkan, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan mudah menukar uangnya dari hasil kejahatan yang ia dapat, sehingga uang tersebut seolah-olah bukan hasil dari kejahatan. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih lemah untuk mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, karena Undang-undang untuk Tindak Pidana Pencucian Uang pada masa pemerintahan orde baru belum diatur secara khusus, maka para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang sulit untuk dihukum, contohnya kasus Bonatua Sinaga
Tindak Pidana Pencucian Uang pada tingkat Internasional telah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas kegiatan pencucian uang, maka dengan adanya lembaga organisasi lokal ataupun lembaga Internasional yang berusaha memberantas kegiatan pencucian uang sebagai berikut:

1. America's Financial Crimes Enforcement Network yang di bentuk oleh departemen Amerika Serikat, yang beranggotakan  50-an  analisa yang  bertugas melacak 
money laundering melalui data base birokrasi dan lembaga finansial.
2. Financial Action Task Force (FATF) (1989), berpusat di Paris, yang dibentuk oleh negara-negara industri G7 dan beranggotakan 20 (dua puluh) negara.

Financial Action Task Force memiliki peranan penting dalam memberantas pencucian uang yaitu :

Peran penting FATF adalah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dengan mengeluarkan 40 (empat puluh) pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 8 (delapan) rekomendasi untuk memberantas terorisme.

Selanjutnya H. Soewarsono dan Reda Manthovani memberikan rekomendasi bahwa:

Pada tingkat Internasionl telah dijadikan standar dan pedoman baku dalam memberantas kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering). Negara-negara yang berdasarkan penilaian FATF tidak memenuhi rekomendasi tersebut akan dimasukkan dalam daftar Non Coorperative Countries And Territories negara termasuk dalam daftar "NCCT" dapat dikenakan Countries Measures yang dapat berakibat buruk terhadap sistem keuangan dalam melakukan perdagangan internasional khususnya terhadap negara maju atau penolakan oleh negara lain atas letter of credit (L/C) yang diterbitkan oleh perbankan di negara yang di kenal Country measures.
Tindak piadana pencucian uang dianggap terjadi, manakala :

1. Terdapatnya uang sebagai hasil dari suatu kejahatan tertentu.
2. Uang tersebut digunakan/diputar ke dalam transaksi-transaksi keuangan/bisnis.                                                       
3.
Transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan tujuan :

a.
Melanjutkan aktivitas kriminalnya dengan tujuan memperbanyak kekayaan.

b. Menyembunyikan kepemilikan atas kekayaan yang diperoleh dari aktivitas kejahatan. 
c. Menghidar dari kewajiban pelaporan sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum di negara-negara tertentu.

Aktivitas kejahatan dalam suatu Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering) yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana seperti:
1.
Penyembunyian aset ke dalam struktur bisnis,
2.
Penyalahgunaan Bisnis yang sah,
3.
Penggunaan identitas palsu, dokumen palsu, dan penggunaan perantara,
4.
Penggunaan Harta Kekayaan Tanpa Nama, atau seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No.8 tahun 2010.
Indonesia pada saat ini telah memberlakukan Undang-Undang No.25 tahun 2003 tentang Tidak Pidana Pencucian Uang yang memuat secara rinci tentang berbagai kegiatan yang dapat digolongkan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 2 Undang-undang No.8 tahun 2010 terdapat jenis-jenis Tindak Pidana Pencucian Uang yang mencakup korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkotika, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan dan penipuan.
Salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang dengan cara prespentif  dan represif  yang dilakukan si pelaku adalah dengan memberi hukuman atau sanksi pidana kepada pelaku antara lain berupa sanksi pidana kurungan  (penjara) maupun  hukuman  mati agar pelaku jera dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Bahwa setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang harus diberikan hukuman sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 yang berbunyi :
Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000.00 (Lima belas milyar rupiah).

Maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 tahun 2010 dapat disimpulkan bahwa Pasal 3 dan pasal 4  yaitu mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda yang harus dilaksanakan pada para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan adanya undang-undang tersebut di atas, maka kejahatan khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang dapat teratasi atau mengurangi para pelakunya. Dengan adanya Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka KUHP mempunyai kendala-kendala yaitu KUHP tidak dapat menjangkau secara spesifik dalam kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, karena Tindak Pidana Pencucian Uang tidak diatur dalam KUHP secara spesifik atau terperinci seperti tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan ringan, perbankan, psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan. Sedangkan di dalam Undang-Undang No.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur lebih terinci dan spesifik, baik dilihat dari sudut sanksi (hukumannya) dan jenis-jenis tindak pidananya dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dibandingkan dengan KUHP, oleh karena itu berlakulah Asas :
 Asas Lex Specialis Derogat Iex generalis yang artinya undang-undang yang khusus mengenyampmgkan Undang- undang yang umum.

Kalau demikian maka para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dijatuhi hukuman, apabila Undang-Undang No.8 tahun 2010 dipergunakan oleh para penegak hukum, hal ini mengacu kepada Asas ultimum Remedium adalah suatu jalan terakhir yang ditempuh dalam suatu proses pengadilan.

Walaupun hukum pidana memiliki faktor-faktor terhadap Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu antara lain :

1. Faktor sumber hukum positif dalam arti materil,  yaitu pengalaman, sejarah, kemasyarakatan, pandangan-pandangan dan nilai-nilai ideal, kesusilaan, kesadaran hukum. 
2. Faktor sumber hukum positif dalam arti formal, yaitu perwujudan dari  faktor materil  yang bersifat abstrak,  yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukan dari Undang-undang yang dalam hukum positif Indonesia.

P. Scholten menyatakan bahwa  isi hukum positif mengandung faktor-faktor yaitu :

1. Faktor ldeal, Adalah pedoman-pedoman yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh pembentuk hukum Undang-undang atau lembaga-lembaga pembentuk hukum lainnya di dalam menjalankan tugas-tugasnya.

2. Faktor kemasyarakatan, adalah hal-hal yang nyata yang hidup dalam masyarakat itu sendiri yang tunduk pada aturan-aturan tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan.
Faktor-faktor     kemasyarakatan     yang     mempengaruhi pembentukan hukum yaitu :

1. Struktur ekonomi.
2. Kebiasaan.
3. Hukum yang berlaku.
4. Tata hukum.
5. Keyakinan tentang agama dan kesusilaan.
6. Kesadaran hukum.
7. Sumber hukum dalam arti formal.
Berdasarkan persoalan di atas, terlihat sekali masih belum menunjukkan keterpaduan antara kedudukan KUHP dengan Undang-Undang No.8 tahun 2010, hal ini menyebabkan semakin tidak optimalnya KUHP terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, dan dari persoalan di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis dengan judul:
KEDUDUKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCUCIAN UANG  DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
B. Identifikasi Masalah
1. Bagaimana kedudukan hukum pidana terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Bagaimana persoalan dalam praktek yang berkaitan dengan adanya kedudukan hukum pidana terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
C. Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dari penelitian yang dilaksanakan adalah untuk mengetahui proses dan penyelesaiannya dalam suatu Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Hukum Pidana yang ada di Indonesia.
Adapun maksud dan tujuan penulis adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan KUHP terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui bagaimana persoalan dalam praktek yang berkaitan dengan adanya KUHP terhadap Undang-Undang Nomor.8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
D. Kegunaan Penelitian.
Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.
1. Kegunaan Secara Teoritis.
a. Diharapkan menambah wawasan yang luas kepada peneliti dalam mengembangkan wawasan keilmuan khususnya Ilmu hukum pidana dalam hal mengenai tinjauan yuridis terhadap pencucian uang dihubungkan dengan Undang-Undang No.8 tahun 2010.
b. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi semua pihak yang ingin memperdalam Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana.
2. Kegunaan Secara Praktis.
a. Bagi lembaga pemerintah agar penegak hukum diharapkan benar-benar melakukan tindakan dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang berada di wilayah Indonesia maupun Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan di luar wilayah Indonesia.
b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia untuk dapat diberlakukannya hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran.
Pencucian uang dapat mempengaruhi sistem keuangan dan ekonomi dunia yang diyakini berdampak negatif terhadap perekonomian dunia, karena uang hasil tindak pidana itu dapat beralih dari satu negara ke negara lain, maka pencucian uang dapat mengakibatkan ketidakstabilan dan keterpurukan perekonomian nasional maupun internasional.
Tindak pidana merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang dalam perkembangannya sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Kejahatan yang dimaksud dalam hal ini adalah :

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

Tindak Pidana Pencucian Uang tertuang dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering) yaitu :
Perbuatan menempatkan mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar Negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut di duga merupakan hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Ketentuan pasal ini sebenarnya belum optimal untuk menyelesaikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini disebabkan hukum pidana di Indonesia cenderung masih lemah.
Dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan, Tindak Pidana Pencucian Uang dapat merugikan masyarakat luas karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang cukup besar seperti tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkotika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan dan penipuan.
Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, peneliti ingin mengemukakan pendapat Munir Fuady yang mengatakan bahwa :

Kejahatan money laundering adalah menghilangkan atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang tersebut dengan proses uang yang semula merupakan uang haram (Dirty Money) diproses sehingga menghasilkan uang bersih (Clean Money) uang halal (Ligitimate Money) dalam proses ini uang tersebut disalurkan melalui jalan penyesatan (Imaze).

Kegiatan pencucian uang dilakukan dengan tahap operasional sebagai berikut:
1. Tahap penempatan.
2. Pelapisan (Layering).
3. Tahap Integrasi.
Selain itu penulis mempergunakan suatu konsep kerangka pemikiran di dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :
Dilihat dari ketentuan umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu, Pasal 1 ayat (4), Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 6, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang dapat merusak kehidupan masyarakat, karena Tindak Pidana Pencucian Uang bukan tindak pidana biasa, oleh sebab itu para pelaku harus ditindak dan diberi sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan atau sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
F. Metode Penelitian
Dalam usaha memperoleh data sebagai bahan pembahasan dan analisis, peneliti menggunakan langkah-langkah yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan data yang ada dari materi yang relevan dan menganalisisnya dengan mengacu pada dasar-dasar pengetahuan yuridis.

2. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Ronni Hanitijo Soemitro
 memberikan pengertian dalam bukunya yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Penelitian diadakan untuk mengetahui, mengenal apakah dan bagaimana hukum positif mengenai suatu hal, peristiwa, atau masalah tertentu, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

3. Tahap-tahap Penelitian

1. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku, doktrin, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Studi lapangan, yaitu untuk memperoleh data primer

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data primer dan sekunder adalah :

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan  mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan obyek penelitian berupa buku-buku, majalah-majalah, koran-koran dan karya-karya ilmiah lainnya.

b. Studi Lapangan, yaitu memperoleh data primer dengan cara mengadakan penelitian langsung mendapatkan fakta yang berhubungan dengan obyek penelitian.

5.   Alat Pengumpul data dilakukan  melalui  penelaahan  yang  terdiri dari bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  data  yang  bisa  di peroleh  dalam peraturan  perundang-undangan,  buku  teks,  hasil  penelitian,  wawancara tidak terstruktur

6.   Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif, menggambarkan data yuridis berupa uraian-uraian yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.

G. Lokasi Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menentukan lokasi penelitian yaitu :

1. Perpustakaan 

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung

2. Instansi 

a. Kepolisian Resort Kota Garut, jalan Sudirman Nomor 333-204 Garut.
b. Pengadilan Negeri Bandung, jalan R.E Martadinata Nomor 74-80 Bandung
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